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[bookmark: 6.bab_II.pdf_(p.23-38)]BAB II
TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN DAN PERKAWINAN
A. [bookmark: _TOC_250016]Tinjauan Umum Tentang Perjanjian
1. [bookmark: _TOC_250015]Pengertian Perjanjian
Untuk memahami tentang perjanjian perkawinan terlebih dahulu haruslah memahami pengertian dan hukum perjanjian pada umumnya dari perjanjian dan perkawinan itu sendiri. Jika diuraikan satu persatu maka sebagaimana yang terdapat dalam ketentuan pasal 1313 Kitab Undang- undang Hukum Perdata perjanjian didefinisikan sebagai: “suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.
Abdul Kadir Muhammad merumuskan definisi perjanjian dalam pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut sebagai suatu persetujuan dimana dua orang atau lebih saling mengikat diri untuk melaksanakan sesuatu hal dalam lapangan harta kekayaan,[footnoteRef:2] sedangkan R.Subekti merumuskan definisi perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.[footnoteRef:3] [2:  Abdul Kadir Muhammad, Hukum Perikatan,Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992.]  [3:  R.Subekti, Hukum Perjanjian, Jakarta: PT Intermasa Jakarta, 1987.] 

Berdasarkan pengertian perjanjian maka timbul hubungan antara dua orang pihak yang dikenal dengan istilah perikatan. Perjanjian tersebut akan menimbulkan perikatan diantara pihak yang membuatnya. Perikatan dan perjanjian merupakan suatu hubungan yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain, dimana suatu perikatan tidak dapat dilihat dengan kasat mata hanya dapat dibayangkan dalam alam pikiran kita, sedangkan perjanjian dapat dilihat dengan kasat mata. Sehingga dapat dikatakan bahwa perikatan adalah suatu pengertian yang abstrak sedangkan perjanjian adalah suatu hal yang konkret.[footnoteRef:4] [4:  Sri Soesilowati Mahdi, Surini Ahlan dan Ahmad Budi Cahyono, Hukum Perorangan dan Kekeluargaan Perdata Barat, Jakarta: Gitama Jaya, 2005.] 

Hubungan hukum antara dua pihak dalam perjanjian itulah yang terdapat dalam perjanjian perkawinan, dimana perjanjian tersebut menjadi dasar hukum untuk mematuhi isi perjanjian yang mereka buat agar dipatuhi dan dilaksanakan sebagai suatu undang-undang keduanya maupun untuk pihak ketiga yang juga ikut terikat dalam perjanjian tersebut.
2. Unsur-unsur Pokok Perjanjian
Suatu perjanjian terdiri dari beberapa bagian, yaitu bagian essentialia, bagian naturalia dan bagian accidentalia. Beberapa literatur menyebut pembagian ini sebagai unsur-unsur perjanjian, yaitu unsur essentialia, unsur naturalia dan unsur accidentalia.[footnoteRef:5] [5:  Marilang, Hukum Perikatan Perikatan yang lahir dari Perjanjian, Makassar: Alauddin University Press, 2013.] 

1) Bagian Essentialia

Bagian essentialia merupakan bagian dari suatu perjanjian yang harus ada. Sehingga apabila bagian tersebut tidak ada, maka perjanjian tersebut bukanlah perjanjian yang dimaksud oleh pihak-pihak. Contoh bagian essentialia adalah kata sepakat di antara pihak dan suatu hal tertentu. Sehingga tanpa keduanya tidak akan terdapat suatu perjanjian.
2) Bagian Naturalia
Bagian naturalia adalah bagian dari suatu perjanjian yang menurut sifatnya dianggap ada tanpa perlu diperjanjikan secara khusus oleh para pihak. Bagian naturalia dapat kita temukan di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersifat mengatur. Sehingga apabila para pihak tidak mengatur, maka ketentuan peraturan perundang-undangan yang akan berlaku. Namun karena sifatnya tidak memaksa, maka para pihak berhak untuk menyimpangi ketentuan tersebut.
3) Bagian Accidentalia
Bagian accidentalia adalah bagian dari perjanjian yang merupakan ketentuan yang diperjanjikan khusus oleh para pihak.
3. [bookmark: _TOC_250014]Syarat Sahnya Perjanjian
Suatu perjanjian baru dapat berlaku dan mengikat bagi para pihak apabila telah memenuhi syarat-syarat sahnya suatu perjanjian, sebagaimana yang diatur dalam pasal 1320 KUHPerdata, yaitu :
a. Kesepakatan mereka yang mengikat dirinya
b. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian
c. Suatu hal tertentu
d. Suatu sebab yang halal

Keempat syarat diatas merupakan syarat pokok bagi setiap perjanjian yang dapat dibedakan dalam dua kelompok:[footnoteRef:6] [6:  Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian, Jakarta: Rajawali Pers, 2008.] 

a. Syarat subjektif, yaitu syarat yang berhubungan dengan subjek perjanjian tediri dari:
1) Kesepakatan
Kesepakatan merupakan penyesuaian kehendak antara para pihak di mana kesesuaian tersebut adalah pernyataan yang dapat diketahui, dilihat oleh pihak lain.[footnoteRef:7] [7:   Ahmad Miru, Hukum Kontrak: Perancangan Kontrak, Jakarta: PT.Raja Grafindo, 2007.] 

2) Kecakapan
Dalam hal ini undang-undang beranggapan setiap orang cakap untuk membuat perjanjian, kecuali ditentukan tidak cakap menurut undang-undang.
b. Syarat objektif, yaitu syarat-syarat yang berhubungan dengan perjanjian terdiri dari:
1) Hal Tertentu
Hal tertentu artinya adalah apa yang diperjanjikan, hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak, yang paling tidak barang yang dimaksudkan dalam perjanjian ditentukan jenisnya.
2) Sebab Yang Halal
Syarat perjanjian sebab yang halal dalam KUHPerdata dijelaskan dalam pasal 1335 sama dengan pasal 1337. Sebab halal maksudnya isi dari perjanjian tersebut tidak bertentangan undang-undang karena undang-undang bersifat melindungi kepentingan umum.[footnoteRef:8] [8:  Hardijan Rusli, Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993.] 

Kesimpulan dari syarat sahnya perjanjian menurut pasal 1320 KUHPerdata adalah:
1. Apabila syarat subjektif suatu perjanjian berupa “kesepakatan” dan “kecakapan” tidak terpenuhi maka perjanjian tetap dianggap sah, akibat hukumnya adalah perjanjian dibatalkan.
2. Apabila syarat objektif suatu perjanjian berupa “suatu hal tertentu” dan “klausa yang halal” tidak terpenuhi, maka perjanjian sejak semula dianggap tidak pernah ada, akibat hukumnya adalah batal demi hukum.[footnoteRef:9] [9:  Marilang, Hukum Perikatan Perikatan yang lahir dari Perjanjian.] 


B. [bookmark: _TOC_250013]Tinjauan Umum Tentang Perkawinan
1. [bookmark: _TOC_250012]Pengertian Perkawinan

Terdapat bermacam-macam pengertian yang terkait dengan istilah perkawinan yang dikemukakan oleh ahli-ahli hukum, diantaranya:
a. Wirjono Prodjokoro berpendapat, perkawinan adalah hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat- syarat yang termasuk dalam peraturan.[footnoteRef:10] [10:  Soedharyono Soimin, Hukum Orang dan Keluarga, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.] 

b. Menurut Thalib, mendefinisikan pernikahan sebagai suatu perjanjian suci, kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih mengasihi, tentram dan bahagia.[footnoteRef:11] [11:  Soedharyono Soimin, Hukum Orang dan Keluarga,] 


Selanjutnya mengenai definisi perkawinan dijelaskan dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
Dengan adanya ikatan lahir dan batin, perkawinan merupakan satu perbuatan hukum di samping perbuatan keagamaan. Sebagai perbuatan hukum karena perbuatan itu menimbulkan akibat hukum, baik berupa hak atau kewajiban bagi keduanya, sedangkan sebagai akibat perbuatan keagamaan karena dalam pelaksanaanya selalu dikaitkan dengan ajaran masing-masing agama.[footnoteRef:12] [12:  Aditya P.Manjorang dan Intan Aditya, The Law of Love, Jakarta Selatan: Visimedia, 2015.] 

Disamping definisi yang diberikan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia memberikan definisi lain yang tidak mengurangi arti-arti definisi undang-undang tersebut namun bersifat menambah penjelasan dengan rumusan berikut:
Perkawinan menurut Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau miitsaqan ghalizhan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.[footnoteRef:13] Ungkapan akad yang sangat kuat atau miitsaqan ghalizhan merupakan penjelasan dari “ikatan lahir batin” yang terdapat dalam rumusan undang-undang yang mengandung arti bahwa akad perkawinan itu bukanlah semata perjanjian yang bersifat keperdataan sedangkan ungkapan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, merupakan penjelasan dari ungkapan “berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”[footnoteRef:14] [13:  Kompilasi Hukum Islam Bab II Pasal 2.]  [14: Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Jakarta: Kencana Prenademia Group,2006.] 

Sementara itu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tidak diberikan pengertian perkawinan secara rinci. Menurut pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dikatakan, “undang-undang memandang  soal perkawinan hanya dalam hubungan perdata” dan dalam pasal 81 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dikatakan bahwa “tidak ada upacara keagamaan yang boleh diselenggarakan sebelum kedua pihak membuktikan kepada pejabat agama mereka, bahwa perkawinan di hadapan pegawai pencatatan sipil telah berlangsung.
Berdasarkan beberapa pengertian perkawinan, terdapat perbedaan tentang rumusan pengertian perkawinan terutama terlihat jelas perbedaan pengertian tentang perkawinan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-undang Perkawinan. Perkawinan menurut Kitab Undang- Undang Hukum Perdata hanya sebagai perikatan perdata sedangkan perkawinan menurut undang-undang tidak hanya sebagai ikatan perdata tetapi janji yang merupakan ikatan keagamaan.
Meskipun terdapat perbedaan pendapat tentang rumusan pengertian perkawinan tetapi terdapat unsur yang sama dalam setiap pendapat, yaitu perkawinan merupakan suatu perjanjian perikatan antara seorang laki-laki dengan seorang wanita. Perjanjian dalam hal ini bukan seperti perjanjian sewa menyewa ataupun jual beli tetapi perjanjian yang suci untuk membentuk keluarga antara seorang laki-laki dengan seorang wanita.[footnoteRef:15] [15:  Moch.Isnaeni, Hukum Perkawinan Indonesia, Bandung: PT Refika Aditama, 2016] 

Menurut Sayuti Thalib, perkawinan harus dilihat dari tiga segi pandang yaitu:[footnoteRef:16] [16:  Sayuti Thalib, Hukum Kekeluargaan Indonesia, Jakarta: UI-Press, 2014.] 

1. Perkawinan dari segi hukum
Dipandang dari segi hukum, perkawinan merupakan suatu perjanjian oleh Al-Quran surat An-Nisa ayat 21 dinyatakan perkawinan adalah perjanjian yang sangat kuat, disebutkan dengan kata mitsaaqan ghaalizhan. Alasan untuk mengatakan perkawinan suatu perjanjian karena adanya:
a. Cara mengadakan ikatan perkawinan yaitu dengan akad nikah, rukun dan syarat tertentu.
b. Cara memutuskan ikatan perkawinan yaitu dengan prosedur thalaq, fasakh, syiqaq dan sebagainnya.
2. Perkawinan dilihat dari segi sosial
Dalam masyarakat setiap bangsa, ditemui suatu penilaian yang umum adalah bahwa orang yang berkeluarga mempunyai kedudukan yang lebih dihargai dari mereka yang tidak kawin. Dulu sebelum adanya peraturan tentang perkawinan, wanita bisa dimadu tanpa batas dan tanpa berbuat apa-apa, tetapi menurut ajaran Islam dalam perkawinan mengenai kawin poligami hanya dibatasi paling banyak empat orang dengan syarat- syarat tertentu.
3. Perkawinan dilihat dari segi agama
Pandangan suatu perkawinan dari segi agama yaitu suatu segi yang sangat penting. Dalam agama, perkawinan dianggap suatu lembaga yang suci. Upacara perkawinan adalah upacara yang suci, yang kedua pihak dihubungkan menjadi pasangan suami istri atau saling meminta menjadi pasangan hidupnya.





2. [bookmark: _TOC_250011]Rukun dan Syarat Perkawinan
Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan,[footnoteRef:17] rukun nikah merupakan bagian dari hakikat pernikahan, Artinya, jika salah satu dari rukun nikah tidak terpenuhi, pernikahan dianggap tidak sah dan statusnya batal demi hukum. Rukun nikah terdiri dari: [17:  Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia,.] 

· Calon suami,
· Calon istri,
· Wali nikah,
· Dua orang saksi,
· Ijab dan qabul.
Selain memenuhi rukun nikah, agar suatu pernikahan dianggap sah harus pula memenuhi syarat-syarat pernikahan. Syarat-syarat pernikahan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 meliputi  berikut:
a. Syarat-Syarat Materil
Syarat materil disebut juga dengan syarat inti atau internal, yaitu syarat yang menyangkut pribadi yang hendak melangsungkan pernikahan, syarat materil meliputi syarat materil umum dan syarat materil khusus
1. Syarat materil umum sebagai berikut
a) Harus ada persetujuan dari kedua pihak
b) Usia calon mempelai laki-laki sekurang-kurangnya harus sudah mencapai 19 tahun dan pihak calon mempelai perempuan harus 16 tahun
c) Tidak terikat tali perkawinan dengan orang lain.

2. Syarat materil khusus, sebagai berikut
a) Tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10.
b) Izin dari kedua orangtua bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun.
b. Syarat-Syarat Formal

1. Pemberitahuan kehendak akan melangsungkan perkawinan kepada pegawai pencatat perkawinan.
2. Pengumuman oleh pegawai pencatat perkawinan.
3. Pelaksanaan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing.
4. Pencatatan perkawinan oleh pegawai pencatat perkawinan.

Selain harus memenuhi unsur dan syarat setiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh pegawai pencatat nikah (jika beragama Islam di Kantor Urusan Agama, sedangkan jika bukan Islam dicatat di Kantor Catatan Sipil).[footnoteRef:18] [18:  Aditya P.Manjorang dan Intan Aditya, The Law of Love.] 

3. [bookmark: _TOC_250010]Asas-asas Hukum Perkawinan Nasional
Dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, ditentukan asas-asas mengenai perkawinan. Prinsip atau asas-asas yang tercantum dalam Undang-undang Perkawinan adalah.[footnoteRef:19] [19:  Rosnindar Sembiring, Hukum Keluarga Harta-harta Benda dalam Perkawinan, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2016.] 

1. Asas Perkawinan Kekal
Setiap perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Artinya, perkawinan hendaknya seumur hidup.
2. Asas Perkawinan Menurut Hukum Agama / Kepercayaan Agamanya.
Perkawinan hanya sah bilamana dilakukan menurut hukum masing- masing agamanya dan kepercayaannya. Artinya perkawinan hanya dianggap sah bilamana perkawinan itu dilakukan menurut hukum agama atau kepercayaan agama yang dianut calon mempelai.
3. Asas Perkawinan Terdaftar
Tiap-tiap perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu akan dianggap mempunyai kekuatan hukum bilamana dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Asas Perkawinan Monogami
UU Perkawinan menganut asas monogami, bahwa pada asasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami dalam waktu bersamaan.
5. Perkawinan didasarkan pada kesukarelaan (Tanpa Paksaan)
Perkawinan merupakan salah satu hak asasi manusia, oleh karena itu suatu perkawinan harus didasarkan pada kesukarelaan masing-masing pihak untuk menjadi suami istri untuk saling menerima dan melengkapi satu sama lain tanpa paksaan dari pihak manapun.
6. Keseimbangan Hak dan Kedudukan Suami Istri
Hak dan kedudukan suami istri dalam kehidupan rumah tangga maupun masyarakat adalah seimbang. Suami berkedudukan sebagai kepala rumah tannga dan istri berkedudukan sebagai ibu rumah tangga.
7. Asas Tidak Mengenal Perkawinan Poliandri
Ketentuan ini diatur dalam pasal 3 ayat (1) yang tidak membolehkan adanya perkawinan poliandri, di mana seorang wanita hanya memiliki seorang suami pada waktu bersamaan.
8. Asas Mempersukar Terjadinya Perceraian
Sejalan dengan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera, maka UU Perkawinan menganut prinsip yang mempersukar terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan perceraian maka harus ada alasan-alasan tertentu dan di depan sidang pengadilan.
4. [bookmark: _TOC_250009]Akibat Hukum Perkawinan
Ketika suatu perkawinan telah dianggap sah sudah pasti akan menimbulkan akibat hukum dari perkawinan yaitu timbulnya hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak. Yang dimaksud hak di sini adalah apa- apa yang diterima oleh seseorang dari orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan kewajiban adalah yang mesti dilakukan seseorang terhadap orang lain. Dalam hubungan suami istri dalam rumah tangga, suami mempunyai hak dan begitupula istri mempunyai hak. Dibalik itu suami mempunyai beberapa kewajiban dan begitupula si istri mempunyai beberapa kewajiban.
Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata, hak dan kewajiban suami istri diatur dalam pasal 103 sampai dengan pasal 118
1. Suami istri harus setia dan tolong menolong (pasal 103 KUHPerdata)
2. Suami dan istri wajib memelihara dan mendidik anaknya (pasal 104 KUHPerdata)
3. Setiap suami adalah kepala dalam persatuan suami istri (pasal 105 ayat 1 KUHPerdata)
4. Suami wajib memberi bantuan kepada istrinya (pasal 105 ayat 2 KUHPerdata)
5. Setiap suami harus mengurus harta kekayaan milik pribadi istrinya (pasal 105 ayat 3 KUHPerdata)
6. Setiap suami berhak mengurus harta kekayaan bersama (pasal 105 ayat 4 KUHPerdata)
7. Suami tidak diperbolehkan memindatangankan atau membebani harta kekayaan tak bergerak milik istrinya tanpa persetujuan istri (pasal 105 ayat 5 KUHPerdata)
8. Setiap istri harus tunduk dan patuh kepada suaminya (pasal 106 ayat 1 KUHPerdata)
9. Setiap istri wajib tinggal bersama suaminya (pasal 106 ayat 2)
10. Setiap suami wajib membantu istrinya di muka hakim (pasal 110 KUHPerdata)
11. Setiap istri berhak membuat surat wasiat tanpa izin suami (pasal 118 KUHPerdata)

Dalam undang-undang Perkawinan juga dijelaskan mengenai hak dan kewajiban suami istri yang tercantum dalam pasal 30 sampai dengan pasal 34 UU Perkawinan, yang intinya sebagai berikut:
1. Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat (pasal 30 UU Perkawinan)
2. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan dalam pergaulan hidup bersama dalam masyarakat (pasal 31 ayat 1 UU Perkawinan)
3. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum (pasal 31 ayat 2 UU Perkawinan)
4. Suami adalah kepala rumah tangga dan istri adalah ibu rumah tangga (pasal 31 ayat 3 UU Perkawinan)
5. Suami  istri  menentukan  tempat  kediaman	mereka (pasal 32 UU Perkawinan)
6. Suami istri wajib saling mencintai, hormat menghormati dan saling setia (pasal 33 UU Perkawinan)
7. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu sesuai dengan kemampuannya (pasal 34 ayat 1 UU Perkawinan)
8. Istri wajib mengatur urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya (pasal 34 ayat 2 UU Perkawinan)
9. Jika suami dan istri melalaikan kewajiban masing-masing dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan (pasal 34 ayat 3 UU Perkawinan)

Selain dari pada hak dan kewajiban tersebut masih terdapat hak lain yang merupakan akibat dari perkawinan yaitu mengenai harta benda dalam perkawinan perkawinan. Hal tersebut tercantum dalam pasal 35 sampai dengan pasal 37 UU Perkawinan, yang dimana intinya adalah :
1. Timbul harta bawaan dan harta bersama
2. Suami atau istri masing-masing mempunyai hak sepenuhnya terhadap harta bawaan
3. Suami atau istri harus selalu ada persetujuan sebelum melakukan perbuatan hukum terhadap harta bersama
